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ABSTRAK 
Mayang Sari Nasution (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap 
Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Deli Serdang). Dengan Pembimbing Skripsi I Drs.Mhd.Syahman 
Sitompul, SE. Ak, M.Si dan Pembimbing II Mhd. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli 
daerah terhadap anggaran belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berupa Laporan Realisasi Anggaran 
tahun 2013-2017. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik (uji T) diperoleh 
nilai thitung sebesar 10,742 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,131 Sehingga hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh 
positif terhadap anggaran belanja modal. atau nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,05 (0,000<0,05), hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja Modal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai 
dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip 
desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Era otonomi daerah menuntut 
setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-
sumber pembiayaan secara aktif mencari berbagai peluang yang bisa 
dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU 
No. 32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan 
dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Kendala utama 
dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya 
pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang 
ada di daerah yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk sumber 
pembiayaan pembangunan. Umumnya di negara-negara maju yang 
merupakan kebijakan Desentralisasi atau otonomi daerah cenderung 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola 
sumber-sumber pendapatan yang lukratif. 
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang 
berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal 
mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri 
diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun 
daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada 
fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa 
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sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan 
pendapatan asli daerah nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan 
keuangan dari pusat. Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan 
daerah merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom 
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan 
kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi 
sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk ditingkatkan 
secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumber 
daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah tersebut 
akan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 
merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak 
menggambarkan penerimaan pendapatan daerah  dan di lain pihak 
merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran 
pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek 
pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang 
sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi 
alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat 
bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung 
kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap 
pembangunan pasti berbeda-beda. Pembangunan infrastruktur jalan akan 
mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan 
tersebut (sektor perdagangan, pertanian, indutri, transportasi dan lainnya) 
serta berpengaruh pula terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan 
berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan 
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kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan proyek yang akan dibangun 
harus mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada).  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang 
dianggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap 
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan 
pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 
Tabel 1.1 
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli 
Serdang Tahun 2013-2017 
 Tahun Anggaran Realisasi % 
PAD 
2013 456.000.000.000,00 328.348.147.362,35 70,61 
2014 566.137.619.000,00 433.885.507.125,82 76,54 
2015 638.538.138.500,00 515.293.681.488,42 80,70 
2016 649.175.754.000,00 573.010.351.004,96 88,27 
2017 912.593.775.000,00 849.584.071.151,13 93,10 
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang 
Dari Tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahunnya. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah 
tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah kabupaten Deli 
Serdang. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memberikan alokasi belanja 
yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan 
pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 
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pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Dengan 
meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya 
tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten Deli Serdang. Oleh 
karena itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya mengubah 
komposisi belanja, dimana selama ini belanja daerah yang digunakan 
untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja modal. Hal 
tersebut dapat dilihat dari data rata-rata Realisasi APBD kabupaten Deli 
Serdang pada tahun 2013-2017 sebagai berikut : 
Tabel 1.2 
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Deli 
Serdang Tahun 2013-2017 
Tahun Belanja 
Daerah 
Belanja 
Operasi 
Belanja 
Modal 
% BO % BM 
2013 
2.034.622.4
88.868,59 
1.652.297.62
8.088,59 
352.334.308
.750,00 
81,20 17,31 
2014 
2.392.252.7
35.840,18 
1.807.241.57
5.116,30 
553.705.889
.982,91 
75,54 23,14 
2015 
2.465.451.7
09.658,55 
1.972.405.05
7.480,73 
491.710.226
.082,82 
80,00 19,94 
2016 
3.005.435.3
86.844,06 
2.443.150.92
9.029,43 
561.285.600
.326,63 
81,29 18,67 
2017 
3.377.765.4
82.083,88 
2.635.932.29
9.378,71 
741.456.897
.032,63 
78,03 21,95 
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang 
Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase belanja 
modal terhadap belanja daerah sangat rendah dibandingkan persentase 
belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja 
operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, 
5 
 
 
 
alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk 
pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. 
Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana 
memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya 
secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat 
produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya 
infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha 
di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan 
berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat 
meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli 
daerah serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah 
daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu 
terlalu bergantung pada pemerintah pusat. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian ini dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL 
(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang)”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 
diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :  
1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh 
pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal.  
2. Pendapatan asli daerah masih belum memadai dan memiliki peranan 
yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar 
pengeluaran dibiayai dana alokasi dari pusat. 
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C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih 
terfokus, penulis membatasi masalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berupa  pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Belanja Modal 
pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah Pendapatan 
Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal 
pada Kabupaten Deli Serdang? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Deli 
Serdang. 
2. Manfaat yang diharapkan adalah: 
a. Bagi Peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan 
wawasan dibidang pendapatan daerah dan belanja modal dalam 
pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan 
berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan 
membandingkan kenyataan yang ada. dan sebagai salah satu syarat 
dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi 
Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
b. Bagi Pemerintah Daerah. penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal 
yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 
demi kemajuan daerah. 
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c. Bagi Pembaca dan Akademik. Semoga penelitian ini bermanfaat 
bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi 
atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, 
khususnya tentang pendapatan daerah dan belanja modal di 
pemerintah daerah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Anggaran Sektor Publik 
1. Pengertian Anggaran 
Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, 
manajemen dan instrumen ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, 
pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan 
dengan menunjukkan hasil berupa outcome atau setidaknya output 
dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat 
manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu 
aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi 
program pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran 
berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai 
tujuan bernegara.
1
 
Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari 
pemegang manajemen organisasi untuk memberikan infomasi tentang 
segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik 
organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa 
rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut 
National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini 
Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi 
anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup 
estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. 
                                                             
1
Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 88. 
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Akuntansi manajemen sektor publik yang berperan sebagai pemberi 
fasilitas terciptanya anggaran.
2
 
Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode 
yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja 
dalam satuan moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang 
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik 
yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. 
Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan 
organisasi di masa yang akan datang.
3
 
Secara singkat anggaran sektor publik merupakan suatu rencana 
finansial yang menyatakan:
4
 
a. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat. 
b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk 
mendanai rencana-rencana tersebut. 
2. Anggaran dalam Perspektif Islam 
Terdapat ayat Alquran yang berkaitan dengan anggaran yaitu 
dalam surah an-Nahl (16) : 90 
 ِٓءاَشَۡحفۡلا ِنَع ىٰهَۡنيَو ىٰبُۡرقۡلا ىِذ ِٕٓىَاتۡيِاَو ِناَسۡح ِۡلۡاَو ِلَۡدعۡلِاب ُرُمَۡاي َ هللّٰا َِّنا
 ِىَۡغبۡلاَو ِرَكۡنُمۡلاَوۚ َنۡوُرََّكَذت ۡۡ ُكََََّّعل ۡۡ ُكُ َِعي  ﴿۰۹﴾  
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.” 
Kaitannya dengan anggaran yaitu, dalam menyusun anggaran 
hendaklah dilakukan secara adil, tidak memihak kepada siapapun. 
                                                             
2
V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, 2015), h. 28. 
3
Ibid., 
4
Ibid., h. 29 
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Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan menciptakan 
maupun menganiaya orang lain. Al Mustadrak disebutkan suatu 
riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan 
bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling 
padat mengandung anjuran melakukan kebajikan dan menjauhi 
keburukan didalam Alquran.
5
 
Q.S Al-Furqaan (25) : 67 
اًماََوق َكِلٰذ َنَۡيب َناَكَو اۡوُُرتَۡقي ۡۡ َلَو اُۡوفِرُۡسي ۡۡ َل اُۡوَقفَۡنا َۤاذِا َنۡيِذَّلاَو  ﴿۷۶﴾  
Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” 
Q.S al-Hasyr (59) : 7 
 ۡۡ ُكنِم ِٓءَاِينَۡغۡلۡٱ َنَۡيب َََۢةلُود َنوَُكي َلۡ ۡىَك... 
Artinya: “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu..” 
Dari ayat diatas (Q.S Al-Hasyr : 7) Allah SWT jelas-jelas 
memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan 
kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk mendistribusikan 
sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan 
intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi 
langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja 
negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan 
sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang 
memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.
6
 
                                                             
5
https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn diakses pada 18 Februari 2018 Pukul 
20.00 WIB. 
6
Nurul Huda, et.al., Publik Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65. 
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Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk 
kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 
minimal pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar 
makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta 
untuk melayani kepentingan sosial lainnya. Yang tidak dapat 
disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, ketika 
negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan 
negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki 
oleh syariat.
7
 
Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan 
penyediaan barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting 
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk 
kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan treatment terhadap 
kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, 
juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang 
mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas 
produksi suatu negara.
8
 
3. Fungsi Anggaran 
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu 
sebagai :
9
 
a. Alat Perencanaan 
Anggaran merupakan hak pengendali manajemen dalam 
rangka mencapai tujuan. Anggaran sektor publik digunakan untuk 
merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh 
organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang akan diperoleh 
organisasi sektor publik. Anggaran sebagai alat perencanaan 
digunakan untuk: 
1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan 
visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan. 
                                                             
7
Ibid., h. 76. 
8
Ibid., 
9
V. Wiratna Sujarweni, loc. Cit., h. 29. 
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2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber 
pendapatan. 
3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah 
disusun. 
4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. 
b. Alat Pengendalian 
Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan 
pengeluaran organisasi sektor publik, dimaksudkan dengan adanya 
anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, 
organisasi sektor publik akan kesulitan mengendalikan pengeluaran 
dan pemasukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan yaitu 
presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya 
dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat 
digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif. 
Anggaran sebagai alat pengendali manajerial, anggaran ini 
berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa 
organisasi mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana 
program-program organisasi. Anggaran sebagai pengendali 
manajemen organisasi untuk tidak melakukan pemborosan dan 
bekerja secara efisien tanpa ada korupsi. 
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui  4 
cara: 
1) Membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi. 
2) Menghitung selisih anggaran. 
3) Menemukan pos-pos biayai yang dapat dikendalikan dan tidak 
dapat dikendalikan. 
4) Merevisi anggaran biaya dan pendapatan untuk tahun 
berikutnya. 
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c. Alat Kebijakan Fiskal 
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana 
kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, 
dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan 
mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan 
untuk mendorong mengkordinasi dan memfasilitasi kegiatan 
ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
d. Alat Politik 
Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk 
dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan 
eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk 
kepentingan tertentu. Manajer publik dapat dikatakan gagal dan 
juga kredibilitas pemerintahan menurun apabila gagal 
melaksanakan anggaran yang telah disetujui. 
e. Alat Koordinasi dan Komunikasi 
Dalam menyusun anggaran dilakukan komunikasi dan 
koordinasi antar unit kerja. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. 
Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam 
pencapaian tujuan organisasi. 
f. Alat Penilaian Kinerja 
Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi 
penilaian kinerja manajemen organisasi publik. Kinerja manajemen 
dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran 
serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat 
yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. 
g. Alat Motivasi 
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi 
pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. 
Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya 
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sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dikatakan 
mempunyai kinerja yang baik. 
h. Alat Menciptakan Ruang Publik 
Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk 
menciptakan ruang publik. Dimana keberadaan anggaran tidak 
boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti 
kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, 
perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. 
Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak 
langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang 
terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi 
besarnya anggaran pemerintah. Sedang kelompok masyarakat yang 
tidak terorganisir akan mempercayakan pendapatan dan aspirasi 
melalui proses politik yang ada. 
4. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik 
Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:
10
 
a. Anggaran Operasional 
Anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan 
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. 
Belanja operasi merupakan tidak untuk menambah aktiva 
organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode. 
b. Anggaran Modal 
Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan akiva 
tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan 
organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. 
Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih 
dari satu tahun. 
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V. Wiratna Sujarweni, Op.cit., h. 32. 
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5. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 
Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan 
dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling 
berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan:
11
 
a. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar 
dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian 
dalam lingkungan. 
b. Untuk membantu dalam menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas 
keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses 
prioritas. 
c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 
d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang 
manajemen organisasi sektor publik. 
Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses 
penganggaran adalah: 
a. Tujuan dan target yang akan diraih 
b. Pemilikan sumber daya 
c. Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target. 
d. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, 
inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam, dan lain sebagainya. 
6. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Anggaran 
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh 
penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap:
12
 
a. Tahap Persiapan Anggaran 
Tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar 
taksiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah 
sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu 
hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secar lebih akurat. 
Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika 
                                                             
11
Ibid., 
12
Ibid., h. 33. 
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anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan 
pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. 
Dalam persoalan estimasi yang perlu diperhatikan adalah 
terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi, karenanya 
manajer keuangan publik harus memahami betul dalam 
menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata 
anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.  
Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah 
pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, 
Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana 
Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan 
(RAPETA). 
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan 
oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah 
secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 
108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan 
pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang 
merupakan operasionalisasi GBHN, PROPERNAS tersebut 
kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan 
PROPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro 
ekonomi kemudian mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA. 
Sementara itu ditingkat daerah (provinsi dan kab/kota) 
berdasarkan PP No. 108 pemerintah daerah diisyaratkan untuk 
membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas 
PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan 
tidak menyimpang dari PROPERNAS dan RENSTRA yang 
dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA dimungkinkan 
adanya penekanan prioritas pembangunan yang berbeda antara 
daerah yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing daerah. PROPERDA (RENSTRADA) yang 
dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD 
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dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam 
pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA 
setiap tahunnya akan diguankan sebagai masukan dalam 
penyusunan REPETADA dan APBD. 
Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan  analisis 
kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 
105 tahun 2000 pemerintah bersama-sama DPRD menetapkan 
arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah 
menetapkan strategi dan prioritas APBD. REPETADA memuat 
program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu 
tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka 
waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih 
memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk 
sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk 
mencapai sasaran tersebut. 
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam 
REPETADA tersebut dilengkapi dengan: 
1) Perimbangan-perimbangan yang berasal dari evaluasi kinerja 
pemerintah daerah pada periode sebelumnya. 
2) Masukan dan aspirasi masyarakat. 
3) Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa 
diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang 
sedang dan akan dihadapi. 
Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan 
daerah tahunan (REPETADA) dan anggara tahunan (APBD) pada 
hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik, 
sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. APBD 
menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. 
Dengan demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan 
dalam penyediaan dana bagi APBD. 
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b. Tahap Ratifikasi Anggaran 
Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. 
Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup 
berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki manejerial skill 
dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang 
memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari 
eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus 
mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang 
rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan 
oleh legislatif. 
c. Tahap Pelaksanaan Anggaran  
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang 
harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem 
akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 
manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung 
jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan 
handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah 
disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode 
anggaran tahun berikutnya. 
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi 
Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. 
Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk 
laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. 
7. Pendekatan Anggaran Sektor Publik 
Terdapat dua macam pendekatan yang dipakai dalam 
melakukan penyusunan anggaran yaitu:
13
 
a. Anggaran Tradisional 
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling 
banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. terdapat 
beberapa ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: 
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Ibid., h. 50. 
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1) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan 
incrementalism yaitu dalam membuat anggaran saat ini adalah 
dengan melakukan penambahan dan pengurangan anggaran 
tahun sebelumnya tanpa mengkaji lebih dalam. Kelemahannya 
adalah karena tidak melakukan pengkajian mendalam dalam 
membuat anggaran, maka menyebabkan kesalahan uang 
berkelanjutan dan juga tidak menjamin tidak terpenuhinya 
kebutuhan yang riil. 
2) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item yaitu 
bahwa anggaran yang dibuat berdasarkan penerimaan dan 
pengeluaran dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan 
item-tem penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam 
struktur anggaran, meskipun ada penerimaan dan pengeluaran 
yang sudah tidak relevan untuk periode sekarang. Sehingga 
kinerja penilaian hanya bertolak ukur pada ketaatan 
menggunakan dana yang diusulkan saja. 
3) Cenderung sentralistis  
Bahwa penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat 
dan informasinya tidak memadai, maka penilaian kinerja tidak 
maksimal dan akan mengakibatkan kesenjangan anggaran. 
4) Bersifat spesifikasi 
Pembuatan anggaran yang fokus, maka dibuatlah 
terpisah antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal 
5) Tahunan 
Untuk proyek investasi, pembuatan anggaran tahunan  
terlalu pendek, sehingga mengakibatkan muncul praktek-
praktek yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi. 
6) Menggunakan prinsip anggaran bruto. Membuat anggaran yang 
dibuat kurang sistematik, karena jumlahnya masih kotor dan 
seharusnya jumlah bersih. 
b. Anggaran New Public Management (NPM) 
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Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan 
anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri-ciri 
pendekatan ini adalah: 
1) Komprehensif/komparatif 
2) Terintegrasi dan lintas departemen 
3) Proses pengambilan keputusan yang rasional 
4) Berjangka panjang 
5) Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 
6) Analisis total cost & benefit (termasuk opportunity cost) 
7) Berorientasi input, output & outcome 
8) Adanya pengawasan kinerja 
Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan 
anggaran New Public Management (NPM) yaitu: 
1) Sistem anggaran yang mencakup penyusunan program sekaligus 
dengan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai 
tujuan organisasi sektor publik. 
2) Sistem Zero Based Budgeting (ZBB) 
Teknik penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat 
ini, bukan berpedoman pada anggaran yang sudah dibuat tahun 
lalu. Diasumsikan anggaran dimulai dari nilai 0. 
3) Sistem Planning, Programing, dan Budgeting (PPBS) 
Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang 
berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada 
pengalokasian sumber daya. Sistem anggaran PPBS ini 
mendasarkan program dengan cara mengelompokkan aktivitas. 
PPBS adalah salah satu model pengannggaran yang ditujukan 
untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat 
keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Mengingat 
sumber daya pemerintah terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat 
tidak terbatas. Sehingga pemerintah harus memilih alternatif 
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keputusan yang bermanfaat paling besar dalam pencapaian tujuan 
organisasi.teknik ini mampu memberikan gambaran untuk 
membuat pilihan-pilihan tersebut. 
B. Anggaran Pemerintahan : APBN dan APBD 
1. Rencana Pembangunan Daerah 
Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada 
perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara indonesia. Untuk 
melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-
target pembangunan di masa mendatang. Untuk mencapai target-target 
tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan 
yaitu:
14
 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
mengacu pada visi misi pembangunan jangka panjang, dokumen 
perencanaan ini dibuat untuk periode 20 tahun. RPJP Nasional 
merupakan penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah 
pembangunan nasional. 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 
dokumen perencanaan ini dibuat untuk periode 5 tahun. RPJM 
Nasional merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
program presiden. Penyusunannnya berpedoman pada RPJP 
Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan 
umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta 
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana 
kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif. 
c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan 
Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan ini dibuat untuk 
periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, 
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memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal, serta program 
Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan 
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif. 
Begitu juga untuk pemerintah daerah, dalam membuat 
dokumen perencanaan tidak berbeda dengan dokumen rencana 
pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Nasional (SPPN), yakni 
sebagai berikut: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen 
perencanaan dibuat untuk periode 20 tahun, mengacu pada RPJP 
Nasional dan memuat visi, misi dan arah dalam pembangunan 
daerah. 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
dokumen perencanaan dibuat untuk periode 5 tahun. RPJM Daerah 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah 
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 
rencana-rencana dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif. 
c. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD), dokumen perencanaan dibuat untuk periode 1 
tahun. RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan 
mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, 
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
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2. Penyusunan Anggaran Pemerintah 
Definisi anggaran telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam 
pembuatan anggaran pemerintah ini mengacu pada rencana strategis 
(RENSTRA), rencana kerja (RENJA), RENSTRA pada tingkat 
nasional memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM 
Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra-Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat daerah memuat visi, misi, 
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
RENJA pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada 
Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas 
pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan yang baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-SKPD disusun dengan 
berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, 
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
Perencanaan pembangunan nasional dan daerah diatas harus 
dilakukan secara terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat 
dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya, informasi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia global, yang 
semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Anggaran pemerintah itu dibagi menjadi 2 yaitu, Anggaran 
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Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD).
15
 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah 
setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari 
APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 
satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember) yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja 
serta pembiayaan.
16
 
Ruang lingkup APBN telah mencakup seluruh penerimaan dan 
pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut 
rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Sentral (Bank 
Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Sesuai dengan 
peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan 
APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam 
APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, 
semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus 
dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan 
pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN merupakan 
penerimaan dan pengeluaran “on budget”.17 
a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Struktur anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari:
18
 
1) Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan 
bukan pajak 
2) Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja 
daerah 
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Belanja pusat adalah belanja yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang 
dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan 
menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, 
Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsisi Non-BBM, 
Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk penanggulangan bencana) 
dan belanja lainnya. 
Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke 
Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan 
APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana 
Otonomi Khusus. 
3) Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan 
pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi 
Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta 
penyertaan modal negara. Pembiayaan luar negeri, terdiri atas 
pinjaman program dan pinjaman proyek, pembayaran cicilan 
pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan 
moratorium. 
b. Pelaksanaan APBN  
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, 
pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah 
berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami 
revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah 
harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan 
persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir 
maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam 
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keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), pemerintah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
19
 
c. Pertanggungjawaban APBN 
Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
APBN/APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (financial 
accountability) maupun laporan kinerja (performance 
accountability). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan laporan 
kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur 
tentang laporan knerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan 
keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang 
telah diaudit ini selambat-lambatnya disampaikan kepada 
DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari : 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
2) Neraca 
3) Laporan Arus Kas 
4) Catatan atas Laporan Keuangan 
Laporan keuangan sebagaimana di atas disampaikan ke 
DPR/DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Selain laporan 
keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan 
perusahaan negara/daerah dan satuan kerja lainnya yang 
pengelolaannya diatur secara khusus, seperti: Badan Layanan 
Umum (BLU).
20
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah derah 
setiap tahunnya, disetuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran 
APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai 
tanggal 31 desember.
21
 
a. Struktur APBD 
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan yang 
dimaksud dengan kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen 
APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis 
belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.
22
 
1) Pendapatan Daerah 
Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok 
pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan 
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 
dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan 
misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus. 
2) Belanja Daerah 
Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi 
dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja 
menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna 
anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, serta 
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. 
Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan 
fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah 
belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, 
                                                             
21
Ibid., h. 60. 
22
Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah,(Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), h. 44. 
28 
 
 
 
belanja perjalanan dinas dan belanja 
modal/pembangunan. 
3) Pembiayaan 
Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. 
Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan 
penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman 
dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah 
yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan 
pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang 
pokok. 
 
APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja memuat :
23
 
1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 
2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 
komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar 
pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus 
dilakukan secara berkesinambungan. 
3) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja 
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan 
belanja modal/pembangunan. Uraian tersebut merupakan 
indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang 
menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja 
daerah. 
Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, 
dikembangkan standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan 
standar biaya. Yang dimaksud standar analisis belanja adalah 
penilaian kewajaran atau beban kerja dan biaya terhadap suatu 
kegiatan. Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja adalah ukuran 
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keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat 
daerah. Sedangkan unit biaya yang berlaku masing-masing daerah. 
 
b. Proses Penyusunan Anggaran 
Proses itu menunjukkan bahwa anggaran belanja yang 
dirumuskan adalah penting karena proses tersebut dapat 
memberikan batasan pada hasil yang akan dicapai dan juga proses 
itu memprediksi kesulitan-kesulitan ekonomis tertentu terhadap 
anggaran belanja daerah.
24
 
Adapun tahapan-tahapan proses penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digambarkan 
sebagai berikut:
25
 
1) Tahap kesatu 
Biro/bagian keuangan sudah mempunyai perkiraan 
mengenai penerimaan dalam tahun anggaran yang akan 
datang sehingga dapat dikeluarkan surat edaran oleh Kepala 
Daerah. 
a) Memintakan pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin 
dari Dinas/Lembaga Daerah dalam bentuk Daftar 
Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA). 
b) Meminta kepada Dinas/Lembaga daerah supaya 
mengajukan usul Anggaran Pembangunan dalam 
bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA). 
2) Tahap kedua 
a) Pengajuan DUKDA oleh Dinas/Lembaga Daerah, 
diteliti dan dibahas oleh Biro/Bagian Keuangan 
bersama-sama Dinas/Lembaga Daerah yang 
bersangkutan. 
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b) Pengajuan DUPDA oleh Dinas/Lembaga Daerah dan 
pembahasan antara BAPPEDA Provinsi/Kabupaten 
Biro/Bagian Keuangan, Biro/Bagian Pembangunan 
bersama dengan Dinas/Lembaga Daerah mengenai 
rencana yang tertera dalam DUPDA berdasarkan skala 
prioritas dalam Repelita Daerah. 
3) Tahap ketiga 
Pengelolaan pada Biro/bagian keuangan, biro/bagian 
pembangunan dan Bappeda Provinsi/Kabupaten mengenai 
usul tersebut, serta penyesuaian skala prioritas dan 
kemampuan pembiayaan daerah. 
4) Tahap keempat 
a) DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan 
dibahas selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah. 
b) Persetujuan dari Kepala Daerah. 
c) Penuangan anggaran dalam bentuk Pra Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
disampaikan kepada Dewan. 
d) Apabila dianggap perlu PraRAPBD tersebut dapat 
disampaikan kepada DPRD d.h.i Panitia Anggaran. 
5) Tahap kelima 
a) Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya 
(Rancangan APBD) kepada DPRD. 
b) Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
c) Persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
d) Penetapan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. 
6) Tahap keenam 
a) Pengiriman Peraturan Daerah tentang penetapan APBD 
kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan. 
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b) Persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan dalam tahun 
anggaran mendatang. 
 
 
 
c. Fungsi Anggaran 
Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk:
26
 
1) Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya 
yang tersedia. 
2) Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan 
pemerintah. 
3) Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan 
anggaran secara baik. 
Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan 
hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan 
yaitu:
27
 
1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah 
kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas 
penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. 
2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan 
ekonomi makro dalam perekonomian. 
3) Anggaran menjadi sasaran sekaligus pengendali untuk 
mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai 
hal di suatu negara. 
d. Tujuan Anggaran 
Tujuan pengelolaan anggaran meliputi :
28
 
1) Kesejahteraan masyarakat 
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Dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan 
mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan 
yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi 
yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan 
masyarakat. 
 
2) Membuka kesempatan kerja 
Anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang 
tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, 
membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja 
sehingga ada distribusi anggaran belanja kepada para pekerja 
sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
3) Mengurangi pengangguran 
Efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi 
anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagi 
bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru. 
4) Pelayanan masyarakat 
Indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah 
bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan 
memperoleh tingkat kepuasan optimal. Masyarakat merasakan 
kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera. 
C. Pendapatan Daerah 
1. Pengertian Pendapatan Daerah 
Di lingkungan akuntansi pemerintahan diIndonesia, pendapatan 
adalah penerimaan oleh bendahara umum negara / daerah atau oleh 
entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
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Pendapatan (revenue) berbeda dengan penghasilan (income). 
Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 
aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas 
yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan 
meliputi pendapatan dan keuntungan.
29
 
2. Klasifikasi Pendapatan Daerah 
Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca 
laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. 
Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa 
besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. 
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan 
basis cash toward accrual, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan 
pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di 
pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi 
pendapatan menjadi : 
a. Pendapatan Pemerintah Pusat: 
1) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah 
pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun 
pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara 
lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak 
pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, 
dan pajak lainnya. Sedangkan pajak internasional antara lain 
bea masuk dan pajak / pungutan ekspor. 
2) Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan 
pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan,. 
Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain 
penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. 
3) Pendapatan hibah. 
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b. Pendapatan Pemda: 
1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan 
jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
PAD yang sah. 
2) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber 
dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah 
dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan 
dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya. 
3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang 
tidak dapat diklasfikasikan ke dalam pendapatan asli daerah 
dan pendapatan transfer. Termasuk jenis pendapatan ini 
adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka 
penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah 
provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang 
ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi 
atau pemda lainnya.
30
 
3. Sistem Akuntansi Pendapatan 
Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas 
umum daerah, di mana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh 
bukti yang lengkap dan sah. 
a. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi 
wewenang dan tanggung jawabnya. 
b. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah. 
c. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, 
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baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-
menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan 
jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan 
lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, 
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas 
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 
d. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 
mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang 
sama. 
e. Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak 
terduga. 
f. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap 
dan sah. 
g. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening 
kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
31
 
4. Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang 
tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 
tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak 
pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang 
bersih.
32
 
Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di 
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peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
33
 
Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat 
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut 
diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan 
pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan 
rakyat.
34
 
Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah 
dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-
sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya 
Pendapatan asli daerah sendiri. 
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.pendapatan asli daerah merupakan 
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil lain pengelolahan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan 
untuk mernberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
35
 
Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang 
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan 
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Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah 
Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan 
daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, 
dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. 
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah 
adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.
36
 
Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam 
jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun 
dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang 
pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli 
Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
37
 
Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 
empat jenis pendapatan, yaitu: 
a. Pajak Daerah 
Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk 
(masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada 
daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
suatu sanksi atau hukuman.
38
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak 
daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 
kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
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untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.
39
 
Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli 
daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 
masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak sudah 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, 
daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali 
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan 
jenis pajak selain yang telah ditetapkan. Sepanjang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 
aspirasi masyarakat.
40
 
Jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 
tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 
antara lain:
41
 
1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:  
a) Pajak kendaraan bermotor  
b) Bea balik nama kendaraan bermotor 
c) Pajak bahan bakar kendaran bermotor 
d) Pajak air permukaan 
e) Pajak rokok 
2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:  
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
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d) Pajak Reklame 
e) Pajak penerangan Jalan 
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan 
g) Pajak Parkir 
h) Pajak air tanah 
i) Pajak sarang burung walet 
j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
k) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan 
b. Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah 
yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.
42
 Retribusi ini dirinci menjadi: 
1) Retribusi Jasa Umum 
2) Retribusi Jasa Usaha 
3) Retribusi Perijinan Tertentu. 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup :
43
 
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik daerah / BUMD. 
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik pemerintah / BUMN. 
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
d. Pendapatan Lain-lain yang Sah 
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Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang 
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
44
 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan. 
2) Jasa giro 
3) Pendapatan bunga 
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 
sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan 
barang dan / atau jasa oleh daerah. 
6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing. 
7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan. 
8) Pendapatan denda pajak. 
9) Pendapatan denda retribusi. 
10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 
11) Pendapatan dari pengembalian. 
12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum 
13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan. 
14) Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan. 
D. Belanja Daerah 
1. Pengertian Belanja Daerah 
Di dalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban 
daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam 
pengeluaran daerah. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa 
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pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas 
pelayanan terhadap publik. Kewajiban-kewajiban Pemerintah daerah 
tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran/belanja daerah. 
Pengertian belanja daerah menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah adalah Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai. 
pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 
2. Klasifikasi Belanja Daerah 
Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut 
organsisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja.
45
 
Selanjutnya dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 bahwa :  
a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan 
susunan organisasi pemerintahan daerah.  
b. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :  
1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan 
2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara 
c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :  
1) Belanja pegawai  
2) Belanja barang dan jasa  
3) Belanja modal  
4) Bunga  
5) Subsidi  
6) Hibah  
                                                             
45
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
42 
 
 
 
7) Bantuan sosial  
8) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan  
9) Belanja tidak terduga.  
Sedangkan di dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana 
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan, dan kelompok.  
a. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari 
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 
1) Belanja menurut urusan wajib mencakup : pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan 
ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, 
lingkunganhidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, 
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga 
sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan 
menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan 
olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 
pemerintahan umum kepegawaian; pemberdayaan masyarakat 
dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan inforrnatika. 
2) Belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, 
kehutanan. Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, 
kelautan dan perikanan. perdagangan, perindustrian, dan 
transmigrasi.  
b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan.  
c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
d. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 
langsung dan belanja tidak langsung.  
1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan 
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 
43 
 
 
 
kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawa. 
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.  
2) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang 
dan jasa, dan belanja modal.  
3. Belanja Modal 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang 
dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud 
yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset 
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / 
pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
46
 
Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, 
yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 
dan jaringan, dan fisik lainnya. Penjelasan kategori belanja modal 
tersebut adalah:
47
 
a. Belanja Modal Tanah 
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan 
penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 
pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan 
sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan 
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perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran 
/ biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ 
penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin 
serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua 
belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja modal gedung dan bangunan adalah 
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk 
pengeluaran perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan 
pembangunan gedung dan bangunan yang menambah 
kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan adalah 
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ 
penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan / 
pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, 
dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
e. Belanja Modal Fisik Lainnya 
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya 
yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ 
penggantian / peningkatan/pembangunan/ pembuatan serta 
perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 
dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 
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dan jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah 
belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 
kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, 
hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. 
 
E. Penelitian Sebelumnya 
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan: 
Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya 
N
o 
Peneliti Judul Variabe
l 
Hasil 
1 Bambang 
Suprayitno 
(2015) 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi,  
Pendapatan Asli 
Daerah dan 
Dana Alokasi 
Umum terhadap 
Anggaran 
Belanja Modal 
Pemerintah di 
Provinsi di 
Pulau Jawa 
Variabel 
Dependen: 
Anggaran 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen: 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana 
Alokasi 
Umum 
Pertumbuh
an Ekonomi 
berpengaruh 
signifikan 
tetapi negatif. 
PAD 
berpengaruh 
signifikan dan 
positif. DAU 
berpengaruh 
signifikan dan 
positif. 
2 Darwanto 
dan Yustikasari 
(2007) 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah, dan 
Dana Alokasi 
Umum terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja Modal 
Variabel 
Dependen: 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen: 
Pertumb
uhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Pertumbuh
an ekonomi 
memiliki 
hubungan 
positif tetapi 
tidak signifikan 
terhadap 
pengalokasian 
anggaran 
belanja modal. 
Sedangkan 
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Asli Daerah, 
Dana 
Alokasi 
Umum 
 
PAD dan DAU 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan. 
3 Ivana 
(2009) 
Analisis 
Pengaruh Dana 
Alokasi Umum, 
Pendapatan Asli 
Daerah dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
terhadap belanja 
modal 
Pemerintah 
Daerah 
Variabel 
Dependen: 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen: 
Dana 
Alokasi 
Umum, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
DAU 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
belanja modal, 
sedangkan 
PAD dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi tidak 
berpengaruh 
terhadap 
belanja modal 
4 Fitria 
Megawati 
Sularno (2013) 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah dan 
Dana Alokasi 
Umum terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja Modal 
Variabel 
Dependen : 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen: 
Pertumb
uhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
dan Dana 
Alokasi 
Umum 
Variabel 
independen 
tersebut 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
belanja modal 
 
5 Arwati dan 
Hadiati (2013) 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah, dan 
Variabel 
Dependen: 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen 
tersebut 
berpengaruh 
signifikan 
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Dana Alokasi 
Umum terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja Modal 
Variabel 
Independen: 
Pertumb
uhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
dan Dana 
Alokasi 
Umum 
terhadap 
belanja modal 
6 Nirna dan 
Edynus (2015) 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah terhadap 
Belanja Modal 
di Provinsi Riau 
Variabel 
Dependen: 
Belanja 
Modal 
 
Variabel 
Independen: 
Pendapat
an Asli 
Daerah 
Pajak 
Daerah dan 
Lain-lain 
Pendapatan 
yang sah 
berpengaruh 
terhadap 
belanja modal 
sedangkan 
retribusi daerah 
tidak 
berpengaruh 
terhadap  
belanja 
modal 
 
 
F. Kerangka Teoritis 
Berikut ini kerangka teoritis yang dapat dibuat berdasarkan teori 
diatas : 
 
 
 
 
Pendapatan Asli Daerah / 
PAD (X) 
 
 
Belanja Modal (Y) 
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Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
Penjelasan : 
1. PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam 
daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin 
dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Didalam PAD 
terdapat beberapa indikator PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah. PAD merupakan variabel Independen (X). 
2. Belanja modal merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan pada 
pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang 
digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini belanja modal 
merupakan variabel dependen (Y). 
 
G. Hipotesis 
Hipotesis  adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan.
48
 
Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai 
akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan 
menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang 
pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan 
pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang 
signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh 
pemerintah. 
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Menurut Mardiasmo dalam fitria, peningkatan investasi modal 
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada 
gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik 
terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.
49
 
Menurut Rochjadi dalam Rudy, pemerintah daerah memiliki 
peranan pening dalam pemberian layanan publik. Hal ini didasarkan pada 
asumsi bahwa permintaan terhadap layanan publik dapat berbeda-beda 
antar daerah, tetapi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang paling 
dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-
perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan layanan tersebut. Oleh karena 
itu, menjadi sangat penting bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan 
layanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.
50
 
Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesisnya sebagai 
berikut: 
Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap    
  Belanja Modal 
Ha : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja  
          Modal 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Pendekatan, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara 
kuantitatif. metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan.
51
 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk 
menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan 
frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.
52
 
Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun laporan 
hasil penelitian terdahulu.
53
 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
(BPKA) Kabupaten Deli Serdang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
(BPKA) Kabupaten Deli Serdang berlokasi di jalan Mawar No.8 Lubuk 
Pakam Deli Serdang. Jadwal penelitian direncanakan mulai awal April 
sampai dengan Mei 2018. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian 
populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya 
tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, 
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disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.
54
 
Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah data laporan 
Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang. 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling.
55
Adapun 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan 
Realisasi Anggaran tahun 2013-2017. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka untuk 
mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis 
menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih 
dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar 
dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya 
data yang asli. 
2. Sumber Data 
Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan 
maupun dari pihak lain.
56
 Dalam penelitian penulis mendapatkan data 
sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dan didukung dari 
berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada 
kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 
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data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain 
seperti buku-buku dan sebagainya.
57
 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 
data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017. 
E. Definisi Operasional 
Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 
yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) 
construct menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga 
memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi 
(pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba 
mengembangkan cara pengukuran constuct yang lebih baik.
58
 
1. Variabel Independen  
Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. 
Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
(terikat).
59
 Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
Pendapatan Asli Daerah (X). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 
Nommor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 
dan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
60
 
2. Variabel Dependen 
Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel 
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
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karena adanya variabel bebas.
61
 Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah belanja modal (X). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah ketentuan pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa 
dianggarkan pada belanja barang/jasa yang dianggarkan pada 
pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakandalam kegiatan 
pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam 
belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja 
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut 
siap digunakan.
62
 
Tabel 3.1 
Variabel Independen dan Variabel Dependen 
Variabel Indikator 
Skala 
Pengukuran 
Instrumen 
Penelitian 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(X) 
(Independen) 
Jumlah Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Rasio 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 
(LRA) 
Belanja 
Modal (Y) 
(Dependen) 
Jumlah Realisasi 
Belanja Modal 
 
Rasio 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 
(LRA) 
 
F. Teknik Analisa Data 
Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis. 
                                                             
61
Sugiyono, Op.Cit., h. 59 
62
Rudi Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 61. 
54 
 
 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk 
mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi 
klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan 
analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yag 
berbeda.  
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 
dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang 
baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 
memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan 
menggunakan uji normal Kolmogrov Smirnov.
63
 
 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedatisitas menguji terjadinya perbedaan 
variance residual suatu periode pengamatan ke periode 
pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola 
gambar Scatter plot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 
jika :
64
 
a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 
angka 0. 
b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah 
saja. 
c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 
kembali. 
d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 
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Jika hasil output Scatter polt demikian, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam 
suatu model regresi linier terdapat hubungan, baik positif maupun 
negatif antar data yang ada pada variabel – variabel penelitian. 
Deteksi gejala autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson (DW) 
dengan membandingkan antara uji Durbin Watson dengan nilai 
tabel. 
Penarikan kesimpulan ada atau tidaknya gejala autokorelasi 
berdasarkan : 
1. Lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi posiif 
2. Apabila DW hitung lebih besar dari (4-dl) maka koefisien 
autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi 
negatif. 
3. Apabila DW hitung terletak antara batas atas (du) dan (4-du) 
maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tebebas 
dari autokorelasi 
4. Apabila DW hitung lebih rendah dari batas bawah (dl) atau 
terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau terletak 
antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
2. Uji Hipotesis 
a. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya digunakan untuk 
mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas 
terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien 
determinasi berada antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, koefisien 
determinasi merupakan kemampuan varabel X dalam menjelaskan 
variabel Y. 
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b. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu 
variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan 
regresi.
65
 
Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana sebagai 
berikut: 
Y= a+bX 
Keterangan: 
Y = Anggaran Belanja Modal, sebagai Dependen 
a =  Nilai Konstan 
b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan  
   variabel Y 
X =  PAD sebagai Independen 
Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara 
sistematis, kemudian akan dianalisis dalam menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu meguraikan data dalam kalimat-
kalimat yang jelas, terperinci sehingga analisis akan mudah 
dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan. 
c. Uji Signifikan Parametik Individual (Uji T) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel penjelas/dependen secara individual dalam 
menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan tingkat signifikansi secara 0,05 (α = 5%). Ketentuan 
penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:
66
 
a) Jika nilai signifikan t > 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha 
(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan 
bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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b) Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima 
Ha (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara 
parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen. 
Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai Thitung berada pada 
daerah penerimaan Ho atau terletak diantara nilai tabel, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, bila nilai Thitung lebih 
kecil atau atau sama dengan (≤) dari nilai tabel, maka Ho diterima. 
Nilai Thitung adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau 
negatif nilainya.67 
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BAB IV 
TEMUAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Instansi 
1. Sejarah Instansi 
Kabupaten deli serdang yang dikenal sekarang ini sebelum 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal17 Agustus 
1945 merupakan daerah pemerintahan yang berbentuk Kerajaan 
(Kesultanan) Deli yang berpusat di kota Medan dan kesultanan 
Serdang yang berpusat di Perbaungan. 
Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), 
keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan 
secara spontan menuntut agar Negara Sumatera Timur yang dianggap 
prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera 
Timur kembali masuk ke Negara Republik Indonesia (NRI) Sumatera 
Timur yang dibetuk Font Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-
daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, 
sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur 
(NST) tidak bersedia. 
Akhirnya pemerintah NRI meminta kepada RIS untuk mencari 
kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk 
bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan negara kesatuan 
dengan hasil antara lain undang-undang dasar sementara yang berasaal 
dari UUD RIS diubah sehinggga sesuai dengan UUD 1945. Atas dasar 
tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti  tercatat dalam 
sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas afdeling, salah satu 
diantaranya adalah Deli Serdang. Afdeling ini dipimpin oleh asisten 
residen beribu kota Medan serta terbagi atas empat onder afdeling 
yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota di 
Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang Bedagei 
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beribukota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh seorang 
kontelir. 
Selanjutnya, dengan keputusan DPR Sumatera Timur dibagi 
menjadi 6 kabupaten yang terdiri atas 6 kedewanan yaitu , Deli Hulu, 
Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagai, Padang/Kota Tebing 
Tinggi, pada waktu itu berkedudukan di perbaungan. Pada tanggal 14 
November 1956, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi daerah 
otonomi dan namanya berubah menjadi Daerah Kabupaten Deli 
Serdang Sesuai dengan UU No.2 Tahun 1948 yaitu UU Pokok-pokok 
Pemerintah Daerah dengan UU No.7 Tahun 1956. Untuk 
merealisasinya, dibentuklah DPR dan DPD. Namun, tahun demi tahun 
seiring perjalanan sejarah, dan setelah melalui usaha penelitian dan 
seminar-seminar oleh pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Kabupaten 
Deli Serdang bentuk tanggal 1 Juli 1946. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1984, ibukota 
Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari kota Medan ke Lubuk 
Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan 
oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1983. 
Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten 
Deli Serdang tanggal 14 November tahun 2007 secara resmi Dinas 
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Daerah Deli Serdang terbentuk dan 
dipimpin oleh seorang kepala dinas.
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Namun, pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 
Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Daerah No.5 tahun 2007 
yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. 
Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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Kabupaten Deli Serdang pada bulan september tahun 2014 dan 
dipimpin oleh seorang kepala Badan.
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2. Ruang Lingkup Instansi 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang 
merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung 
jawab  kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan 
lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten 
yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibiang Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 
e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, 
program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi 
dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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f. Pengelolaan unit pelaksana teknis dibidang Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi proses, Substansi 
maupun pengawasannya bertangunggjawab kepada Bupati Deli 
Serdang melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan 
fungsi yang demikian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan berbagai tugas dalam 
pemcapaian rencana dalam program Rencana Pembangunan yang 
pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan 
akuntabel.
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3. Lokasi Instansi 
Lokasi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten 
Deli Serdang berada di jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam yang berada 
di komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.   
4. Daerah Jangkauan Instansi 
Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang adalah daerah-
daerah yang berada di kawasan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri 
dari 22 kecamatan, yaitu : 
1) Bangun Purba 
2) Batang Kuis 
3) Beringin 
4) Biru-Biru 
5) Deli Tua 
6) Galang 
7) Gunung Meriah 
8) Hamparan Perak 
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9) Kutalimbaru 
10) Labuhan Deli 
11) Lubuk Pakam 
12) Namo Rambe 
13) Pagar Merbau 
14) Pancur Batu 
15) Pantai Labu 
16) Patumbak 
17) Percut Sei Tuan 
18) Sibolangit 
19) Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir) 
20) Sinembah Tanjung Muda Hulu (STM Hulu) 
21) Sunggal 
22) Tanjung Morawa 
5. Visi, Misi dan Motto serta Program 
 Visi 
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang 
Akuntable 
 Misi  
1) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
2) Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran yang 
Efektif dan Efesien 
3) Meningkatkan Penatausahaan Kas Daerah yang Efektif dan 
Optimal dalam Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu 
Serta Pengendalian Belanja Daerah 
4) Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
5) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang 
Akuntable 
63 
 
 
 
6. Struktur Organisasi Instansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instansi 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEPALA  BADAN 
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KEPALA BIDANG  ASET 
KASUBID PENDATAAN 
DAN PERAWATAN ASET 
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DAN PENGHAPUSAN 
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B. Ringkasan Laporan Keuangan 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli 
Serdang menyajikan pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, 
Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 
1. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2013 sebesar  Rp 2.096.336.073.545,35 terdiri dari : 
- Pendapatan Asli Daerah  : Rp    328.348.147.362,35 
- Pendapatan Transfer  : Rp 1.756.113.110.433,00  
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp      11.874.815.750 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2013 sebesar Rp 2.034.622.488.868,59 merupakan belanja 
yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 
dan transfer. 
 
2. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2014 sebesar  Rp 2.450.204.561.759,82 terdiri dari : 
- Pendapatan Asli Daerah  : Rp    433.885.507.125,82 
- Pendapatan Transfer  : Rp 2.007.514.826.334,00  
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp        8.804.228.300,00 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2014 sebesar Rp 2.392.252.735.840,18 merupakan belanja 
yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 
dan transfer. 
 
3. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2015 sebesar  Rp 2.782.141.454.678,42 terdiri dari : 
- Pendapatan Asli Daerah  : Rp    515.293.681.488,42 
- Pendapatan Transfer  : Rp 2.251.862.365.570,00  
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp      14.985.407.620,00 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2015 sebesar Rp 2.465.451.709.658,55 merupakan belanja 
yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 
dan transfer. 
65 
 
 
 
4. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2016 sebesar  Rp 3.112.343.380.366,96 terdiri dari : 
- Pendapatan Asli Daerah  : Rp    573.010.351.004,96 
- Pendapatan Transfer  : Rp 2.539.333.029.362,00 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2016 sebesar Rp 3.005.435.386.844,06 merupakan belanja 
yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 
dan transfer. 
 
5. Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2017 sebesar  Rp 3.332.337.760.502,13 terdiri dari : 
- Pendapatan Asli Daerah  : Rp    849.584.071.151,13 
- Pendapatan Transfer  : Rp 2.476.079.377.351,00  
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp        6.674.312.000,00 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2017 sebesar Rp 3.377.765.482.083,88 merupakan belanja 
yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. 
C. Deskripsi Data Penelitian 
Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset, penulis telah mendapatkan data sekunder berupa laporan keuangan 
yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari tahun anggaran 2013 sampai 
dengan 2017.  
1. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah 
pendapatan asli daerah pada Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 
2014-2017. Berikut ini Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 yang 
disajikan dalam kuartalan : 
Tabel 4.1  
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 
(Kuartal) 
Tahun Kuartal PAD 
2013 4 328.35 
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2014 1 354.73 
2014 2 381.12 
2014 3 407.5 
2014 4 433.89 
2015 1 454.24 
2015 2 474.59 
2015 3 494.94 
2015 4 515.29 
2016 1 529.72 
2016 2 544.15 
2016 3 558.58 
2016 4 573.01 
2017 1 642.15 
2017 2 711.3 
2017 3 780.44 
2017 4 849.58 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 
2. Belanja Modal 
Belanja Modal yang diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Modal 
di Kabupaten Deli Serdang Periode 2013-2017. Data belanja modal 
disajikan dalam bentuk Kuartal seperti pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.2 
Belanja Modal Tahun 2014-2017 
(Bulanan) 
Tahun Kuartal Belanja Modal 
2013 4 352.33 
2014 1 402.68 
2014 2 453.02 
2014 3 503.36 
2014 4 553.71 
2015 1 538.21 
2015 2 522.71 
2015 3 507.21 
2015 4 491.71 
2016 1 509.1 
2016 2 526.5 
2016 3 543.89 
2016 4 561.29 
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2017 1 606.33 
2017 2 651.37 
2017 3 696.41 
2017 4 741.46 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 
  Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 
variabel PAD dan belanja modal. Berikut ini adalah hasil analisis 
deskriptif variabel PAD dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang 
dari tahun 2013 – 2017: 
Tabel 4.3 
 Hasil Analisis Deskriptif Variabel PAD dan Belanja Modal 
Descriptive Statistics 
 
N 
Minimu
m 
Maximu
m Mean 
Std. 
Deviation 
PAD 17 328.35 849.58 531.387
6 
146.02726 
Belanja_Modal 17 352.33 741.46 538.899
1 
96.92753 
Valid N (listwise) 17     
 
  Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendapatan asli 
daerah kabupaten Deli Serdang pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai 
pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu 
pengamatan memiliki nilai terendah sebesar 328,35 Milyar dan tertinggi 
sebesar 352,33 Milyar dengan rata-rata sebesar 531,388 Milyar dan 
standar deviasi sebesar 146,027. 
  Selanjutnya, pada variabel belanja modal, nilai 
terendah variabel belanja modal adalah sebesar 352,33 dan tertinggi 
sebesar 741,46 dengan rata-rata sebesar 538,899 Milyar dan standar 
deviasi sebesar 96,928. 
  Selanjutnya berdasarkan data hasil interpolasi data 
PAD dan belanja modal ke dalam bentuk kuartal, dapat dibuat grafik 
PAD dan belanja modal selama kurun waktu 2013 – 2017 sebagai 
berikut : 
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Gambar 4.2 
Grafik PAD dan Belanja Modal 
 
  Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa 
selama kurun waktu pengamatan, baik nilai PAD maupun belanja modal 
kabupaten Deli Serdang cenderung meningkat. Nilai PAD dan belanja 
modal tertinggi terjadi di tahun 2017 sedangkan nilai PAD dan belanja 
modal terendah terjadi tahun 2013.  
  Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat juga bahwa 
peningkatan pendapatan asli daerah sejalan dengan peningkatan belanja 
modal yang mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara PAD 
dan belanja daerah. Untuk menguji signifikansi hubungan tersebut, 
maka perlu dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi. 
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 
menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 
menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni 
berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum 
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kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 
khusus.
71
 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian 
menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah 
mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif 
kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu 
menganalisis pengaruh antar variabel. 
Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linier 
sederhana, alat uji ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen 
X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis 
statistik regresi apakah menunjukkan hubungan yang linier atau tidak.
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Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis. 
D. Pengujian Asumsi Klasik 
 Dalam penelitian ini, pengaruh pendapatan asli daerah 
terhadap belanja modal akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi linear sederhana. Sebelum dilakukan analisis regresi sederhana, 
data penelitian akan diuji dengan serangkaian uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas dan heteroskedastisitas. Pengujian ini 
dilakukan untuk menguji bahwa hasil regresi layak digunakan untuk 
menguji hipotesis dalam penelitian ini. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan 
layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi 
normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal 
Kolmogrov-Smirnov: Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, jika 
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sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
73
 Adapun alat untuk 
menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS. 
Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandar
dized 
Residual 
N 17 
Normal 
Parameters
a,,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 32.875139
71 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .169 
Positive .169 
Negative -.075 
Kolmogorov-Smirnov Z .697 
Asymp. Sig. (2-tailed) .716 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Dari tabel diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau 
nilai signifikansi 0,716 nilai ini lebih besar dari 0,05 ( 0,716>0,05) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian ini berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal 
dinyatakan dapat mewakili populasi.  
Sedangkan hasil uji dari normal probability plot memiliki hasil 
sebagai berikut: 
 
 
 
                                                             
73
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakrta: Pustaka Baru 
Pers, 2015), h. 52. 
71 
 
 
 
 
Gambar 4.3 
Hasil Uji Probability Plot 
 
Sumber : SPSS 20 diolah 2018 
 
 
Dari gambar diatas terlihat bahwa sebaran data tersebar disekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 
disimpulkan bahwa data memnuhi syarat-syarat normalitas dan hasil ini 
sesuai dengan hasil uji kolmogrov smirnov yang dilakukan sebelumnya.  
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 
residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 
Uji heteroskedastisitas secara grafik dapat dilakukan dengan melihat 
grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED 
dengan nilai residunya SRESID. Model regresi dinyatakan tidak memuat 
heteroskedastisitas jika  (1) Titik-titik data menyebar di atas dan di 
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bawah atau di sekitar angka 0, (2) Titik-titik data tidak mengumpul 
hanya di atas atau di bawah saja, (3) Penyebaran titik-titik data tidak 
boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit 
dan melebar kembali dan (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 
Hasil output heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 
berikut: 
 
Gambar 4.4 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Sumber: SPSS 20 diolah 2018 
 
  Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas secara grafik 
pada gambar 4.4, dapat dilihat bahwa (1) Titik-titik data menyebar di 
atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, (2) Titik-titik data tidak 
mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, (3) Penyebaran titik-titik 
data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian 
menyempit dan melebar kembalidan (4) Penyebaran titik-titik data tidak 
berpola sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
dalam model regresi. 
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3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (tahun sebelumnya). 
Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson 
(DW-test). Berikut hasil pengujian Durbin Watson : 
         Tabel 4.5 
  Hasil Uji Autokorelasi (DW-test) 
Model Summary
b
 
Mod
el 
R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,943
a
 ,890 ,882 37,21379 1,685 
a. Predictors: (Constant), PAD 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
    
  Dari tabel 4.7 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 
sebesar 1,685. Nilai Durbin-Watson berdasarkan tabel dengan nilai 
statistik atau derajat kepercayaan sebesar 5% dengan jumlah K=1 dan 
N=17 adalah dl sebesar dL sebesar 1,133 dan dU sebesar 1,381 sehingga 
nilai 4-dU sebesar 2,618.  Berdasarkan hasil dari Durbin-Watson pada 
penelitian ini menunjukkan nilai 1,685 yang berarti nilai uji Durbin-
Watson berada diantara dU dan 4-dU ( dU < d < 4-dU ) atau 1,381 < 
1,685 < 2,618 maka dalam model persamaan regresi ini menunjukkan 
tidak terjadi autokorelasi. 
E. Uji Hipotesis  
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur masing-
masing besarnya kontribusi atau pengaruhvariabel bebas terhadap 
variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada 
antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R
2 
kecil menunjukkan kemampuan 
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variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat 
terbatas. Nilai R
2
 mendekati satu berarti variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah nilai koefisien 
determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .941
a
 .885 .877 33.95330 
a. Predictors: (Constant), PAD 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
  Hasil analisis regresi pada tabel di atas, menunjukkan 
bahwa besar koefisien determinasi pengaruh variabel PAD terhadap 
belanja modal adalah sebesar 0,885, hal ini menunjukakn bahwa besar 
kontribusi PAD terhadap belanja modal adalah sebesar 88,5% 
sedangkan sisanya sebesar 11,5% variansi belanja modal dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar pendapatan asli daerah. 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Pada prinsipnya model regresi linier sederhana merupakan satu 
model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan 
untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap 
variabel dependen. Regresi sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficient
s 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Cons
tant) 
207.091 31.968 
 
6.478 .000 
PAD .624 .058 .941 10.742 .000 
a. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 Berdasarkan hasil analisis tersebut, nilai konstanta persamaan 
regersi yang terbentuk adalah sebesar 207,091 Milyar dengan koefisien 
regresi sebesar 0,624 sehingga persamaan regresi yang terbentuk antara 
variabel PAD dan belanja modal adalah sebagai berikut : 
Y = 207,091 + 0,624 X  
Dengan : 
Y = Belanja Modal 
X = Pendapatan Asli Daerah 
 Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah bahwa 
kenaikan PAD sebesar 1 satuan  (1%) dapat meningkatkan belanja 
modal hingga sebesar 62,4%. Atau jika PAD naik sebesar 1 Milyar, 
maka belanja modal akan meningkat sebesar Rp 624.000.000. 
3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
pada pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.u diatas. 
Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, 
terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikan 5% atau 0,05 
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berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df)= n-k atau 17-2=15. 
Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel adalah 
2,131. 
Dari hasil uji signifikansi parametik individual (uji t) pada 
variabel pendapatan asli daerah menghasilkan nilai thitung sebesar 10.742 
artinya thitung lebih besar dari ttabel (10.742 > 2,131) serta nilai signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan 
ini berarti bahwa secara parsial variabel independen atau pendapatan asli 
daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. 
F. Interpretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli 
daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal studi kasus Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 
dilakukan pembahasan sebagai berikut: 
Terdapat  persamaan regresinya yaitu Y = 207,091 + 0,624 X. 
Model persamaan regresi tersebut bermakna: 
a. Nilai konstan sebesar 207,091 artinya apabila variabel pendapatan asli 
daerah bernilai nol maka anggaran belanja modal sebesar 207,091 
satuan atau sebesar Rp 207.091.000.00 
b. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran 
belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,624 artinya setiap 
pertambahan 1% variabel PAD akan menaikkan anggaran belanja modal 
sebesar 0,624 satuan. 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa 
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan 
signfikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD maka semakin 
tinggi belanja modal, begitu sebaliknya. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Bambang Suprayitno pada tahun 2015, Darwanto dan yustikasari pada 
tahun 2007,  dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh 
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positif dan signifikan. Fitria Megawati Sularno serta Arwati dan Hadiati 
pada tahun 2013 dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
Melihat hasil penelitian diatas telah menunjukkan pendapatan 
asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah 
dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih 
mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah secara 
statistik berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal dapat 
memberi sedikit acuan bahwa pendapatan asli daerah sangat berperan 
penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah 
hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah 
untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan 
pendapatan. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap 
seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting 
untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Karena semakin 
tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. 
Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak 
positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah 
yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Untuk itu, pendapatan 
asli daerah harus diupayakan agar selalu meningkat yang bertujuan 
untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi guna 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat melalui belanja modal. 
Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang 
memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya 
dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah 
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tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 
Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan 
terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah 
Kabupaten Deli Serdang. 
Tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat 
maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran 
belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 
Kabupaten Deli Serdang yang optimal. Jika pendapatan asli daerah 
mencapai target dalam realisasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten 
deli serdang tidak menutup kemungkinan bahwasanya kabupaten deli 
serdang akan menjadi daerah yang mandiri dalam melakukan 
pembangunan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 79 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal. 
Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Pendapatan asli daerah 
terhadap belanja modal sebesar 0,885, hal ini menunjukkan bahwa 
besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal 
adalah sebesar 88,5% sedangkan sisanya sebesar 11,55% variansi 
belanja modal dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendapatan asli 
daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial pendapatan 
asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 
modal daerah kabupaten Deli Serdang. Semakin tinggi pendapatan 
asli daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan 
oleh daerah tersebut. 
 
B. Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan meneliti dengan masalah 
yang serupa disarankan agar penelitian dilakukan pada objek 
yang lebih luas, tidak hanya pemerintah Kabupaten Deli Serdang 
dan penggunaan data yang lengkap serta rentang waktu periode 
yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan 
generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian yang akan datang juga harus lebih 
lengkap dan bervariasi. 
2. Bagi pemerintah daerah kedepannya diharapkan lebih 
memperhatikan mengenai pembagian antara pengeluaran serta 
pendapatan yang dikelola pemerintah, dengan hal demikian 
mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan sebagai upaya 
peningkatan pelayanan publik. Dan pemerintah daerah harus 
tetap mempertahankan serta meningkatkan kemampuan dalam 
menggali sumber pendapatan asli daerah agar terus naik setiap 
tahunnya, sehingga dapat menambah komposisi belanja modal.
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 
Tahun 2013-2017 
 
 Tahun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
2013 456.000.000.000,00 328.348.147.362,35 70,61 
2014 566.137.619.000,00 433.885.507.125,82 76,54 
2015 638.538.138.500,00 515.293.681.488,42 80,70 
2016 649.175.754.000,00 573.010.351.004,96 88,27 
2017 912.593.775.000,00 849.584.071.151,13 93,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang 
Tahun 2013-2017 
 
Belanja 
Modal 
Tahun Anggaran Realisasi % 
2013 402.766.879.293,00 352.334.308.750,00 87,47 
2014 649.760.068.683,00 553.705.889.982,91 85,22 
2015 668.814.619.240,00 491.710.226.082,82 73,52 
2016 692.809.977.017,00 561.285.600.326,63 81,02 
2017 838.781.185.799,16 741.456.897.032,63 88,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2013-2017 
Hasil Interpolasi ( dalam Milyar Rupiah) 
 
Tahun Kuartal PAD 
Belanja 
Modal 
2013 4 328.35 352.33 
2014 1 354.73 402.68 
2014 2 381.12 453.02 
2014 3 407.5 503.36 
2014 4 433.89 553.71 
2015 1 454.24 538.21 
2015 2 474.59 522.71 
2015 3 494.94 507.21 
2015 4 515.29 491.71 
2016 1 529.72 509.1 
2016 2 544.15 526.5 
2016 3 558.58 543.89 
2016 4 573.01 561.29 
2017 1 642.15 606.33 
2017 2 711.3 651.37 
2017 3 780.44 696.41 
2017 4 849.58 741.46 
 
 
 
 
 
 
  
 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 17 
Normal Parameters
a,,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 32.87513971 
Most Extreme Differences Absolute .169 
Positive .169 
Negative -.075 
Kolmogorov-Smirnov Z .697 
Asymp. Sig. (2-tailed) .716 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
PROBABILITY PLOT 
 
 
 
  
 
 
HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
AUTOKORELASI (DURBIN-WATSON) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,943
a
 ,890 ,882 37,21379 1,685 
a. Predictors: (Constant), PAD 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
HASIL UJI REGRESI 
Regression 
 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 PAD
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .941
a
 .885 .877 33.95330 
a. Predictors: (Constant), PAD 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 133026.744 1 133026.744 115.392 .000
a
 
Residual 17292.397 15 1152.826   
Total 150319.141 16    
a. Predictors: (Constant), PAD 
b. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 207.091 31.968  6.478 .000 
PAD .624 .058 .941 10.742 .000 
a. Dependent Variable: Belanja_Modal 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 412.1175 737.5867 538.8991 91.18208 17 
Std. Predicted Value -1.390 2.179 .000 1.000 17 
Standard Error of Predicted 
Value 
8.235 20.247 11.157 3.441 17 
Adjusted Predicted Value 425.2099 735.4512 539.1123 90.23168 17 
Residual -59.78350 75.68865 .00000 32.87514 17 
Std. Residual -1.761 2.229 .000 .968 17 
Stud. Residual -1.944 2.333 -.003 1.024 17 
Deleted Residual -72.87589 82.87264 -.21315 36.84087 17 
Stud. Deleted Residual -2.171 2.823 .019 1.131 17 
Mahal. Distance .000 4.748 .941 1.285 17 
Cook's Distance .000 .414 .060 .112 17 
Centered Leverage Value .000 .297 .059 .080 17 
a. Dependent Variable: Belanja_Modal 
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